
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia bahkan 

bangsa dan negara. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Huruf c mengungkapkan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda 

penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga 

wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karen itu, setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan 

yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa 

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat 

berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak.1 Perilaku menyimpang yang muncul pada anak 

kerap terjadi, terutama pada masa transisi dari anak menjadi remaja. Pada masa ini anak akan 

cenderung mencari jati dirinya karena adanya dorongan untuk diakui di lingkungan 

masyarakat yang ia tempati. Apabila anak tersebut tidak mampu memperoleh peran didalam 

masyarakat, maka mereka cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang malah 

melanggar norma yang ada di lingkungan masyarakat yang menjurus kepada tindakan 

 
1Suriani, “Tata Cara Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian”, Jurnal Pionir 

LPPM Universitas Asahan Vol 2 N0.4 Januari-Juni 2018, 

http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/198/174. 



kenakalan remaja. Selain hal tersebut, faktor yang dapat mendorong anak dapat melakukan 

tindakan yang menyimpang seperti: kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan 

keluarga, minimnya pengetahuan mengenai agama, kondisi ruang lingkup pendidikan yang 

tidak kondusif, serta lingkungan pergaulan yang memberikan pengaruh buruk bagi perilaku 

anak.2 

Tindakan-tindakan menyimpang oleh anak dan sering kali merugikan dirinya sendiri, 

lingkungan sekitar, bahkan keluarganya sendiri dan dianggap sebagai kenakalan anak. 

Kenakalan anak atau dalam istilah asing disebut sebagai Juvenile Delinquency, merupakan 

gabungan dari dua kata yakni, Juvenile yang berarti anak muda dan Delinquency yang berarti 

melakukan kesalahan atau mengabaikan, jika diperluas lagi diartikan sebagai pelanggar 

aturan, kriminal, pengacau, serta istilah-istilah negatif lainnya yang berkaitan tentang 

berkelakuan buruk. Berdasarkan dua penggal kata di atas, Juvenile Delinquency dapat 

dijelaskan sebagai suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh anak yang mana 

tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh norma yang berlaku, baik itu 

norma sosial ataupun norma hukum dan tindakan tersebut sering diartikan sebagai tindakan 

yang tidak pantas atau tercela di lingkungan masyarakat dan tak jarang tindakanan tersebut 

dianggap sebagai tindakan kejahatan.3 

Kebanyakan dari anak itu sendiri tidak menyadari bahwa, tindakan yang mereka 

lakukan merupakan tindakan yang menjerumuskan mereka kepada tindak pidana. Oleh 

karena itu, hal ini sangat menjadi perhatian kalangan pemerhati anak, akademisi, dan 

tentunya penegak hukum. Semakin berkembangnya suatu negara tentu berbanding lurus 

dengan semakin meningkatnya kenakalan remaja. Sangat dibutuhkan cara untuk mencegah 

dan juga menanggulangi kenakalan remaja, tentunya juga dengan cara ataupun metode yang 

 
2Dadan Sumara Sahadi, Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, “Kenakalan Remaja dan 

Penanganannya”, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Universitas 

Padjajaran, Vol 4 No. 2, Juli 2017, hlm.. 347-348, https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14393/. 
3Wagiati Sutejo dan Melani, Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 
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telah dipikirkan secara mendalam, sehingga saat diterapkan nanti diharapkan anak tersebut 

tidak merasa dirugikan secara kejiwaan terutama dalam menjalani kehidupannya di esok hari, 

serta tidak mengalami keadaan yang terulang akibat dari kenakalan yang ia lakukan di masa 

lampau.4 

Kasus pidana yang melibatkan anak saat ini sedang marak dan menjadi fenomena 

tersendiri yang memerlukan penanganan yang sangat serius. Berdasarkan Laporan 

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan bahwa 

per 17 Februari 2021 sebanyak 6.509 anak.  Dari jumlah tersebut, pelaku pidana anak laki-

laki sebanyak 6.379 anak laki-laki dan 130 anak perempuan.5  

Penanganan hukum terhadap anak harus dibedakan dari penanganan hukum orang 

dewasa, karena selain dari segi fisik, mental serta daya pikir yang masih dalam tahap 

pertumbuhan, juga dapat mencederai hak-hak anak serta keberlangsungan hidup sang anak 

dikemudian hari. Mengenai pemenuhan serta perlindungan terhadap anak sendiri telah 

menjadi suatu hal yang sangat menjadi sorotan dan perhatian lebih terutama bagi pemerintah 

serta penegak hukum di Indonesia. Mulai dari penandatanganan Konveksi Hak Anak pada 

tanggal 26 Januari 1990, kemudian diratifikasi sebagai hukum positif dengan Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 5 September 1990 oleh Presiden Suharto. Hal 

ini dilakukan oleh Indonesia demi untuk memenuhi serta melindungi hak-hak anak sesuai 

dengan Konveksi Hak Anak serta urgensi atas isu perlindungan anak yang harus diberi 

payung hukum.  

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan 

bahwa: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

 
4Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya, 

Cet. 2, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 200. 
5Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pelaksanaan 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Laporan Tahun 2020, Mei 2021, hlm. 29, 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279. 



berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, untuk merperkuat 

perlindungan serta pemenuhan hak anak, Indonesia membentuk beberapa undang-undang 

seperti: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Hadirnya sistem perundang-undangan tersebut secara umum 

memiliki prinsip yang sama yakni memenuhi hak-hak anak serta melindunginya secara 

hukum demi keberlangsungan hidup sang anak itu sendiri.  

Kenyataan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri tidak seindah harapan 

yang digambarkan dalam undang-undang. Dikemukakan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin anak serta hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh, 

berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun, dalam 

kenyataannya peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi 

pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. 

Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama 

dalam proses peradilan pidana. 6  

Proses peradilan anak sama layaknya proses peradilan formal orang dewasa pada 

umumnya, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses penuntutan di 

pengadilan. Untuk menghindari proses yang tergolong panjang dan memakan waktu maka 

dibentuklah sebuah solusi yang disebut sebagai restorative justice, yang merupakan proses 

penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan pelaku tindak 

pidana, korban tindak pidana, keluarga korban serta pelaku serta pihak terkait demi mencapai 

 
6Achmad Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian 

Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, hlm.. 290-

452, https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/147/. 



kesepakatan yang mufakat. Pendekatan restorative justice ini di dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak wajib dilakukan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian setiap perkara anak 

yang berkonflik dengan hukum.7  Pendekatan sistem peradilan pidana anak sejak berlakunya 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jauh berbeda dengan saat masih berlakunya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dimana Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesian perakara yang 

melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui proses persidangan.8  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (3) mengungkapkan bahwa: 

“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi”. Oleh karena itu sangat 

diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 

Angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: “Keadilan restoratif adalah 

penyelesian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 

pihak-pihak lain terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. 

Pelaksanaan proses tindak pidana anak tidak selalu formal dan terkesan merampas 

kemerdekaan anak itu sendiri, tetapi juga melindungi anak yang sedang terlibat dalam suatu 

perkara tindak pidana, dan juga agar terwujudnya peradilan yang adil bagi anak serta tidak 

menimbulkan stigma jahat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.9  

Divelrsi dalam Pasal 1 angka 7 U lndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 te lntang Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak diselbultkan selbagai pelngalihan pelnyellelsaian pelrkara anak dari prose ls 

pelradilan pidana kel prosels di lu lar pelradilan pidana. Konse lp divelrsi belrtu ljulan melnciptakan 

 
7Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, dan Nys.Arfa, “Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA)”, PAMPAS: Journal of Criminal Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 30, https://online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/13714/. 
8Samuel Tampubolon dan Padrisan Jamba, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Diversi dalam Tahap 

Penyidikan Kepolisian Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Anak”, Ensiklopedia Social Review Vol. 2 No.2 

Juni 2020, https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/. 
9Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku 

Tindak Pidana,” Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 No. 1, 2018, hlm.. 79, 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566. 



pelrdamaian antara pellaku l dan korban delngan cara me lmbelrikan ganti rulgi ataulpuln delngan 

pelrmintaan maaf dan dianggap tidak ada konflik lagi, se lrta pelrmintaan pelnyelsalan dan pellaku l 

tidak akan melngullangi pelrbulatan jahatnya.10 Selmelntara itu l, melnulrult Agu lstina dan Aziz 

melngulngkapkan bahwa:  

Pellaksanaan konselp divelrsi dilaku lkan delngan tu ljulan melnghindarkan anak dari 

implikasi nelgatif siste lm pelradilan pidana yang ada, me lnghindarkan anak akan 

masulk sistelm pelradilan pidana anak dan me lnghilangkan labell pelnjahat te lrhadap 

anak yang tellah te lrlanju lr melnjadi korban dari siste lm dan pe lrkelmbangan 

lingkulngan pelrgau llan yang ada.11 

 

Divelrsi ataul pelngalihan pelnyellelsaian pelrkara anak di lu lar pelradilan pidana bisa 

dilaksanakan pada tahapan pe lnyidikan. Pasal 29 Ayat (1) U lndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 

2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak me lnyelbultkan bahwa: “Pe lnyidik wajib 

melngulpayakan Divelrsi dalam waktu l paling lama 7 (tu ljulh) hari seltellah pelnyidikan dimu llai”. 

Sellanjultnya dalam Ayat (2) Pasal 29 U lndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 dise lbultkan 

bahwa: “Prosels Divelrsi dilaksanakan paling lama 30 (tiga pu llulh) hari se ltellah dimu llainya 

Divelrsi”. Pelnjellasan Pasal 21 Ayat (1) U lndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 

melngulngkapkan bahwa: “Prosels pelmelriksaan yang dilakulkan olelh pelnyidik telrhadap Anak 

dilakulkan bulkan dalam rangka prose ls pelradilan pidana, me llainkan digu lnakan se lbagai dasar 

melngambil kelpultulsan ole lh Pelnyidik, Pelmbimbing Kelmasyarakatan, dan Pe lkelrja Sosial 

Profelsional”. Dalam ke ltelntu lan ini, pelrtimbangan dari Pe lmbimbing Kelmasyarakatan belrulpa 

laporan pelnellitian kelmasyarakatan yang me lrulpakan pelrsyaratan wajib se lbellulm Pelnyidik, 

Pelmbimbing Kelmasyarakatan, dan Pelkelrja Sosial Profelsional melngambil ke lpultulsan. 

Balai Pelmasyarakatan (BAPAS) me lrulpakan pranata yang dibe lrikan tu lgas sangat 

stratelgis dalam melmbantu l pelnelrapan prinsip keladilan relstoratif dalam prose ls pelradilan 

pidana anak. Pelranan BAPAS dalam sistelm pelmasyarakatan diatulr dalam U lndang-Ulndang 

 
10Achmad Ratomi, Op.Cit., hlm. 401. 
11Sriastuti Agustina dan Mahya Aulia Aziz, “Peran Penyidik dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana di Bawah 7 Tahun (Study Kasus di POLRES 

Tulungagung)”, Yustitiabelen, 2(1), hlm.. 20-44, https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/123. 



Nomor 22 Tahuln 2022 Telntang Pelmasyarakatan. Balai Pelmasyarakatan (BAPAS) se lndiri 

melmpu lnyai tu lgas dan fu lngsi melnyellelnggarakan selbagian dari tu lgas pokok Direlktoral Jelndral 

Pelmasyarakatan dalam me lnyellelnggarakan pelmbimbingan klieln pelmasyarakatan didaelrah. 

Belntu lk dari bimbingan yang dibe lrikan macam-macam, mu llai dari pelmbelrian pelmbinaan 

telntang agama, keltelrampilan, sampai pada pe lmbinaan kelpribadian. Bimbingan ini dibe lrikan 

delngan tu ljulan agar klie ln dapat hidu lp delngan baik didalam masyarakat se lbagai warga ne lgara 

selrta belrtanggulngjawab, u lntu lk melmbelrikan motivasi, agar dapat me lmpelrbaiki diri se lndiri, 

dan tidak melngullangi keljahatan (relsidivel).12 

Balai Pelmasyakaratan (BAPAS) ju lga melmpu lnyai pelran yang pelnting dalam 

melmbelrikan bimbingan te lrhadap para narapidana yang te llah melmpelrolelh pellelpasan 

belrsyarat, yaitu l delngan pelmbelrian pelngawasan yang khu lsuls. Dalam Pasal 14 hu lrulf d KUlHP 

julga melnyelbultkan bahwa pe lngawasan telrhadap narapidana yang me lndapatkan pe llelpasan 

belrsyarat diselrahkan ke lpada yang belrhak yang te llah ditu lnju lk olelh hakim, salah satu lnya 

adalah Balai Pelmasyarakatan (BAPAS).13 

Pelran BAPAS dalam prose ls pelradilan anak diatulr dalam Ulndang-Ulndang Nomor 11 

Tahuln 2012 telntang Siste lm Pelradilan Pidana Anak. Pe lran BAPAS ini dapat dilihat dari aspe lk 

lelgalitas prosels pelnyellelsaian Anak Belrhadapan delngan Hulkulm (ABH) dalam se ltiap tahapan 

dari mu llai pra-aju ldikasi, ajuldikasi, hingga postaju ldikasi, khulsulsnya te lntang kelwajiban 

dilakulkannya pelnellitian ke lmasyarakatan (litmas) dalam se ltiap pelnanganan kasu ls pidana 

Anak.14 Seltiap tahapan dalam pe lradilan pidana anak BAPAS ditulntu lt ulntu lk belrpelran aktif 

mellakulkan pelndampingan, se lhingga patu lt dikaji te lrkait delngan pelran dan welwelnang dari 

BAPAS telrselbult hingga le lvell yang sifatnya telknis.  Pelran ini telrasa sangat vital kare lna 

 
12Titi Dewanti Kellina, “Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan (Studi di BAPAS 

Kelas 1 Malang)”, Brawijaya Law Student Journal, 1(2), Februari 2023, hlm. 4. 
13Ibid. 
14Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, “Peran Bapas dalam Implementasi Sistem Peradilan 

Pidana Anak”, Journal of Correctional Issues Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 2021, Vol.4 (1), hlm. 59-60, 

https://journal.poltekip.ac.id/jci/article/download/58/48/. 



BAPAS selbagai pelmbimbing ke lmasyarakatan yang yang me lndampingi dari awal prose ls 

divelrsi hingga elvalu lasi.15  

Maraknya kasu ls pidana yang me llibatkan anak te lntu lnya melmelrlulkan pelrhatian khu lsuls 

telrultama pada Balai Pe lmasyarakatan yang me lmiliki pe lran pelnting telrultama dalam pe lrannya 

selbagai lelmbaga yang be lrtanggulng jawab se lbagai Pelmbimbing Kelmasyarakatan. 

Pelnyellelsaian masalah delngan pelnelrapan divelrsi diharapkan melnyadarkan anak yang 

mellakulkan tindak pidana akan ke lsalahan melrelka. Melmbu lka kelselmpatan u lntu lk belrdialog 

antara pellakul delngan korbannya pe lndelkatan selcara kelkellulargaan selpelrti ini me lmulngkinkan 

akan belrhasil daripada me lngirim anak kel pelngadilan karelna delngan melmprosels anak sampai 

kel pelngadilan maka tidak akan me lnjamin hak-hak anak te lrselbult bahkan dapat me lnjadikan 

anak telrselbult melnjadi lelbih bu lrulk.16  

Balai Pelmasyarakatan (BAPAS) dalam pelnyellelsaian kasu ls anak be lrkonflik delngan 

hulkulm telrultama dalam prosels divelrsi pada tahapan pe lnyidikan ditu lntu lt melnjalankan 

pelrannya selcara optimal. Tu lgas dan welwelnang BAPAS se lbagai pelmbimbing kelmasyarakatan 

belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 te lntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak 

Pasal 1 Angka 24 me lnyelbultkan bahwa tu lgas dan fulngsi BAPAS yaitu l pelnellitian 

kelmasyarakatan, pelmbimbingan, pe lngawasan, dan pelndampingan. Tulgas dan we lwelnang 

BAPAS selbagai pelmbimbing ke lmasyarakatan dalam prosels divelrsi pada tahap pe lnyidikan ini 

diselbultkan dalam Pelratu lran Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia Nomor 65 Tahu ln 2015 Telntang 

Peldoman Pellaksanaan Dive lrsi dan Pelnanganan Anak Yang Be llulm Belrulmu lr 12 (Du la Bellas) 

Tahuln yaitu l mellakulkan pelnellitian kelmasyarakatan se lbagai bahan pelrtimbangan dalam 

mellaksanakan divelrsi. Sellain mellakulkan pelnellitian kelmasyarakatan, BAPAS julga belrpelran 

 
15Fiska Ananda, Op.Cit, hlm. 81. 
16Syarah Annisa dan Elly Sudarti, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh 

Anak Melalui Diversi”, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 3, 2021, hlm. 29, https://online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/16329/. 



dalam mellakulkan pelndampingan, pe lmbimbingan, dan pe lngawasan dalam prose ls divelrsi dan 

pellaksanaan kelselpakatan dive lrsi.  

Kelselpakatan dive lrsi pada tindak pidana yang dilaku lkan olelh anak be lrdasarkan 

Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak haru ls 

mellibatkan pelmbimbing ke lmasyarakatan yang me lrulpakan bagian dari BAPAS dimana 

kelselpakatan divelrsi dilaku lkan olelh pelnyidik atas re lkomelndasi Pelmbimbing Kelmasyarakatan. 

BAPAS julga belrtanggu lng jawab u lntu lk melnyulsu ln laporan pellaksanaan ke lselpakatan divelrsi 

dimana laporan te lrselbu lt disampaikan olelh pelmbimbing kelmasyarakatan kelpada atasan 

langsulng pelnyidik.   

Masalah anak yang be lrhadapan delngan hu lkulm ini patult melnjadi pelrhatian belsar, 

telrultama dalam hu lbu lngan delngan pelran Bapas dalam me lnjalankan fu lngsinya yang 

belrhulbulngan delngan kasu ls anak belrhadapan delngan hu lkulm. Kasu ls anak yang be lrhadapan 

delngan hulkulm dalam belbelrapa tahuln ini telrgolong cu lkulp tinggi, bahkan ce lndelrulng 

melngalami pelningkatan. Data Siste lm Databasel Pelmasyarakatan (SDP) u lntu lk Kantor Wilayah 

Jambi melnulnju lkkan tingginya kasu ls pidana yang me llibatkan anak yang ditangani ole lh Bapas 

Kellas II Jambi. Hal ini dapat dilihat pada tabe ll belrikult ini: 

Tabel 1 

Data Bimbingan Klien Anak dan Litmas Anak Yang Diselenggarakan oleh Bapas 

Kelas II Jambi Tahun 2019 - 2022 

Tahuln 
Bimbingan Klieln Anak 

Litmas Anak 
Anak Laki-laki Anak Pelrelmpu lan Total 

2019 196 13 209 178 

2020 205 1 206 184 

2021 88 3 91 81 

2022 231 22 253 551 

Julmlah 720 39 759 994 

Sulmbelr:  Sistelm Database l Pelmasyarakatan (SDP) Pu lblik, Direlktorat Jelndral 

Pelmasyarakatan.  

 

Data pada tabell 1 me lnulnju lkkan masih tingginya ke ljadian anak be lrhadapan delngan 

hulkulm yang dilayani ole lh Bapas Kellas II Jambi baik be lrulpa Bimbingan Klie ln Anak ataulpuln 



Litmas Anak. Dari data te lrlihat adanya pelningkatan kasu ls anak belrhadapan de lngan hulkulm 

pada tahuln 2022 dari 91 kasu ls bimbingan klieln anak me lnjadi 231 kasuls, seldangkan ju lmlah 

Litmas anak yang melnu lruln pada tahuln 2021 dari 184 me lnjadi 81 kasu ls kelmbali melningkat 

selcara signifikan pada tahu ln 2022 melnjadi 551 kasu ls.  

Pelnyellelsaian kasu ls anak belrhadapan delngan hu lkulm yang dilaksanakan mellaluli prose ls 

divelrsi sellama tiga tahu ln telrakhir telrgolong cu lkulp tinggi dan celndelrulng melngalami 

pelningkatan. Pelningkatan te lrlihat pada tahuln 2022 se lbanyak 97 kasu ls prosels divelrsi yang 

belrhasil dilaku lkan dari 100 kasu ls yang diu lpayakan pelnyellelsaiannya mellalu li prosels divelrsi. 

Data pellaksanaan divelrsi sellama tiga tahuln telrakhir dapat dilihat pada tabell belrikult ini: 

Tabel 2 

Data Pelaksanaan Diversi Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020-

2022 

No Tahuln Div. Gagal Div. Belrhasil Julmlah 

1 2020 2 64 66 

2 2021 1 49 50 

3 2022 3 97 100 

4 2023* 2 73 75 

Sulmbelr dari data Bapas Kellas II Kota Jambi 

Dari tabell di atas me lmpelrlihatkan adanya prosels divelrsi yang gagal dilaku lkan. Tahuln 

2020, telrdapat kasu ls prose ls divelrsi yang gagal, se ldangkan tahuln 2021 se lbanyak 1 kasu ls 

delngan prosels divelrsi yang gagal, dan tahuln 2022 selbanyak 3 kasu ls yang gagal dise llelsaikan 

mellaluli prosels divelrsi. Data telrakhir tahuln 2023 sampai de lngan bu llan Agu lstu ls 2023 

pellaksanaan divelrsi yang belrhasil selbanyak 73 kasu ls dan 2 lainnya gagal me llaluli prosels 

divelrsi. Hasil wawancara pe lnelliti delngan pihak Bapas Kellas II Jambi pada saat me llakulkan 

pelnellitian pelndahullulan me lngulngkapkan bahwa banyak hal-hal yang melnjadi pelnghambat 

dalam mellaksanakan prose ls belrhasilnya su latu l divelrsi selpelrti telrkatit delngan sarana dan 

prasarana, pelrtelntangan antara pe lnelgak hulkulm melngelnai pellaksanaan dive lrsi itu l selndiri dan 

sullitnya melncari jalan te lngah antara pihak pellaku l dan pihak korban ju lga me lnjadi kelndala 

yang melnimbullkan prose ls divelrsi melnelmuli kelgagalan dalam pellaksanaan. Gambaran 



telrselbult telntu lnya pelrlu l melnjadi pelrhatian khu lsu ls telrultama elfelktivitas pe lran Bapas dalam 

prosels Bimbingan Kelmasyarakatan te lrhadap anak. 

Maka dari itu l, belrdasarkan u lraian latar be llakang masalah telrselbu lt belselrta delngan 

argulmelntasinya, pelnullis te lrtarik u lntu lk mellakulkan pelnellitian lelbih melndalam me lngelnai 

pelngawasan pelmbimbing masyarakat te lrhadap anak yang se ldang dalam prosels divelrsi 

telrultama dalam tahap pe lnyidikan telrultama pada Balai Pe lmasyarakatan Kellas II Kota Jambi, 

delngan belrdasarkan pelratu lran pelrulndang – ulndangan yang be lrlakul keldalam se lbulah skripsi 

yang belrjuldull “Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sebagai Pembimbing 

Kemasyarakatan Terhadap Anak dalam Proses Diversi Tahap Penyidikan di Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi”. 

B. Perumusan Masalah  

Belrdasarkan latar be llakang yang tellah dipaparkan di atas, maka diru lmulskan pokok 

pelrmasalahan selbagai be lrikult:  

1. Bagaimanakah pelranan Bapas Kellas II Jambi se lbagai pelmbimbing ke lmasyarakatan 

telrhadap anak dalam prose ls divelrsi tahap pelnyidikan? 

2. Apa sajakah kelndala dalam prosels divelrsi tahap pe lnyidikan pada kasu ls pidana anak se lrta 

cara pelnanggullangan yang dilaku lkan olelh Bapas Kellas II Jambi? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapuln tu ljulan dari pe lnellitian yang dilaku lkan dalam pelnyulsulnan skripsi ini adalah 

selbagai belrikult: 

1. Ulntu lk melngeltahuli dan me lnganalis pelranan Bapas Kellas II Jambi selbagai pelmbimbing 

kelmasyarakatan telrhadap anak dalam prosels divelrsi tahap pelnyidikan. 

2. Ulntu lk melngeltahuli dan me lnganalisis kelndala dalam prosels divelrsi tahap pelnyidikan pada 

kasuls pidana anak se lrta cara pelnanggullangan yang dilaku lkan olelh Bapas Kellas II Jambi. 

D. Manfaat Penelitian 



Adapuln manfaat yang diharapkan dari pe lnellitian yang dilaku lkan dalam pelnyulsulnan 

skripsi ini adalah: 

1. Manfaat akadelmis 

a. Melmbelrikan su lmbangan pelmikiran bagi pe lngelmbangan ilmu l pelngeltahulan di bidang 

hulkulm pidana te lrultama dalam Sistelm Pelradilan Pidana Anak, te lrultama telntang 

pelran Bapas se lbagai pelmbimbing kelmasyarakatan dalam prose ls dive lrsi pada kasu ls 

pidana anak. 

b. Melmbelrikan relfelrelnsi dan lite lratu lr kelpu lstakaan di bidang hulkulm pidana belrkaitan 

delngan prosels divelrsi pada sistelm pelradilan pidana anak. 

c. Diharapkan dapat me lnjadi bahan acu lan bagi pelnellitian-pelnellitian se ljelnis di masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Melmbelrikan gambaran bagi masyarakat melngelnai Sistelm Pelradilan Pidana Anak. 

b. Melmbelrikan bahan elvalulasi bagi hu lkulm pidana di Indone lsia telrultama melngelnai 

pellaksanaan Bimbingan Ke lmasyarakatan yang dilaksanakan ole lh Bapas te lrultama 

pada prosels divelrsi kasuls pidana anak. 

E. Kerangka Konseptual 

Ulntu lk melmbelrikan gambaran yang je llas dan me lnghindari pelnafsiran yang be lrbelda-

belda dalam melngartikan istilah yang digu lnakan dalam pelnellitian skripsi ini, maka dibe lrikan 

batasan dari konselp telrkait de lngan delfinisi belbelrapa istilah yang ada, yaitu l selbagai belrikult: 

1. Peranan 

Melnulrult Soelrjono Soelkanto, “pelran melrulpakan aspelk dinamis ke lduldulkan 

(statu ls), apabila se lselorang mellaksanakan hak dan ke lwajibannya se lsulai delngan 

kelduldulkannya, maka ia me lnjalankan su latu l pelranan”.17 Dalam selbulah organisasi se ltiap 

 
17Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 243. 



orang melmiliki belrbagai macam karakte lristik dalam me llaksanakan tu lgas kelwajiban ataul 

tanggulngjawab yang te llah dibelrikan olelh masing-masing organisasi atau l lelmbaga. 

Tulgas-tulgas telrselbu lt melrulpakan batasan selselorang u lntu lk mellaksanakan pelkelrjaan yang 

tellah dibelrikan belrdasarkan pe lratu lran-pelratu lran dari organisasi ataul lelmbaga telrselbult 

agar selgala pelkelrjaan dapat te lrtata rapi dan dapat dipelrtanggulngjawabkan ole lh seltiap 

pelgawainya. 

2. Balai Pemasyarakatan 

Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 te lntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak 

Pasal 1 Angka 24 me lngulngkapkan bahwa: “Balai Pe lmasyarakatan yang se llanjultnya 

diselbult Bapas adalah u lnit pellaksana telknis pelmasyarakatan yang me llaksanakan tu lgas 

dan fulngsi pelnellitian kelmasyarakatan, pelmbimbingan, pelngawasan, dan pe lndampingan”.  

3. Pembimbing Kemasyarakatan 

Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 te lntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak 

Pasal 1 Angka 13 me lngulngkapkan bahwa: “Pe lmbimbing Kelmasyarakatan adalah pe ljabat 

fulngsional pelnelgak hu lkulm yang me llaksanakan pelnellitian ke lmasyarakatan, 

pelmbimbingan, pe lngawasan, dan pelndampingan te lrhadap Anak di dalam dan di lu lar 

prosels pelradilan pidana”. Pada pe lnellitian ini, prosels pelnellitian ke lmasyarakatan, 

pelmbimbingan, pe lngawasan, dan pelndampingan te lrhadap Anak yang dilaku lkan pada 

prosels divelrsi dalam tahap pelnyidikan. 

4. Anak 

Dimaksuld delngan anak dalam pelnellitian ini yaitu l anak yang be lrkonflik delngan 

hulkulm belrdasarkan  Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 telntang Siste lm Pelradilan 

Pidana Anak Pasal 1 Angka 3 yang me lnyelbultkan bahwa: “Anak yang Be lrkonflik delngan 

Hulkulm yang sellanju ltnya diselbult Anak adalah anak yang te llah belrulmu lr 12 (dula bellas) 



tahuln, teltapi bellulm belrulmulr 18 (dellapan bellas) tahuln yang didu lga me llakulkan tindak 

pidana”. 

5. Diversi 

Pelratu lran Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia Nomor 65 Tahu ln 2015 Telntang 

Peldoman Pellaksanaan Divelrsi dan Pelnanganan Anak Yang Be llulm Belrulmulr 12 (Du la 

Bellas) Tahuln Pasal 1 Angka 6 me lngulngkapkan bahwa “Dive lrsi adalah pe lngalihan 

pelnyellelsaian pelrkara Anak dari prose ls pelradilan pidana kel prosels di lular pelradilan 

pidana”. Prosels Divelrsi dilaku lkan mellaluli mu lsyawarah delngan mellibatkan Anak dan 

orang tu la/Walinya, korban dan/atau l orang tu la/Walinya, Pelmbimbing Kelmasyarakatan, 

dan Pelkelrja Sosial Profe lsional belrdasarkan pelndelkatan Keladilan Re lstoratif. Pada 

pelnellitian ini, dive lrsi dimaksu ld yaitu l pelngalihan pelnyellelsaian anak di lu lar prosels 

pelradilan pidana pada tahap pe lnyidikan.  

Belrdasarkan kelrangka konse lptu lal yang tellah dijellaskan di atas, maka pe lranan BAPAS 

dalam pelnellitian ini yaitu l pelranan lelmbaga te lrselbult  selbagai ulnit pellaksana telknis 

pelmasyarakatan yang me llaksanakan tu lgas dan fu lngsi pelnellitian ke lmasyarakatan, 

pelmbimbingan, pelngawasan, dan pe lndampingan dalam prose ls divelrsi pada kasu ls anak 

belrkonflik delngan hulku lm. Pelranan BAPAS dimaksu ld di sini julga te lrmasulk kelgiatan 

pelmbimbingan, pelngawasan, dan pe lndampingan dalam prosels divelrsi yang dilaku lkan olelh 

pelmbimbing kelmasyarakatan. Prosels divelrsi dimaksu ld dalam pelnellitian ini yaitul 

pelnyellelsaian pelrkara anak di lu lar pelradilan pidana yang dilaksanakan pada tahapan 

pelnyidikan. 

F. Landasan Teori 

1. Telori Pelranan 



Telori pelranan diu lngkap olelh Soelrjono Soelkanto dalam bu lkulnya Sosiologi Sulatu l 

Pelngantar. Soelrjono Soelkanto melngulngkapkan bahwa sulatu l pelranan me lncakulp tiga (3) 

hal selbagai mana yang dike lmulkakan yaitul: 

a. Pelranan adalah me llipulti norma-norma yang dihu lbulngkan delngan posisi ataul 

telmpat dalam masyarakat. 

b. Pelranan adalah su latu l konselp pelrihal apa yang dapat dilaku lkan olelh individu l 

dalam masyarakat se lbagai organisasi. 

c. Pelranan ju lga dapat dikatakan se lbagai pelrilakulan individul yang pelnting bagi 

strulktu lr sosial.18 

 

Norma-norma yang be lrhulbulngan delngan posisi ataul telmpat selselorang dalam 

masyarakat selcara sosial me lnulrult Soelrjono Soelkanto dikelnal ada elmpat mellipulti : 

1) Cara (Ulsagel); lelbih melnonjol di dalam hulbulngan antar individu l dalam 

masyarakat. Su latu l pelnyimpangan te lrhadapnya tak akan me lngakibatkan 

hulkulman yang belrat, akan teltapi hanya selkeldar cellaan dari individu l yang 

dihu lbulnginya. 

2) Kelbiasaan (folkways), selbagai pelrbulatan yang belrullang-ullang dalam belntulk 

yang sama me lrulpakan bu lkti bahwa orang banyak melnyu lkai pelrbulatan 

telrselbult. 

3) Tata kellakulan (morels), melrulpakan celrminan sifat-sifat yang hidu lp dari 

kellompok manu lsia yang dilaksanakan se lbagai alat pelngawas, se lcara sadar 

maulpuln tidak sadar, olelh masyarakat telrhadap anggota-anggotanya. 

4) Adat istiadat (culstom), melrulpakan tata kellakulan yang kelkal selrta kulat 

intelgrasinya delngan pola-pola pelrilakul masyarakat dapat me lningkatkan 

kelkulatan melngikatnya melnjadi cu lstom ataul adat istiadat.19 

 

Melnulrult Mintzbelrg dalam Miftah Thoha, ada tiga pelran yang dilaku lkan 

pelmimpin dalam organisasi yaitu l: 

a. Pelran Antarpribadi (Intelrpelrsonal Rolel), dalam pelranan antar pribadi, atasan 

haruls belrtindak selbagai tokoh, selbagai pelmimpin dan selbagai pelnghulbulng 

agar organisasi yang dike llolahnya belrjalan delngan lancar. Pe lranan ini ole lh 

Mintzbelrg dibagi atas tiga pelranan yang me lrulpakan pelrincian le lbih lanjult 

dari pelranan antarpribadi ini. Tiga pe lranan ini dijellaskan selbagai be lrikult: 

1) Pelranan selbagai tokoh (Figu lrelhelad), yakni su latu l pelranan yang 

dilaku lkan ulntu lk melwakili organisasi yang dipimpinnya didalam se ltiap 

kelselmpatan dan pelrsoalan yang timbu ll selcara formal.  

2) Pelranan selbagai pelmimpin (Leladelr), dalam pelranan ini atasan belrtindak 

selbagai pelmimpin. Ia mellakulkan hulbulngan intelrpelrsonal delngan yang 

dipimpin, de lngan mellakulkan fulngsi-fulngsi pokoknya diantaranya 

pelmimpin, me lmotifasi, melngelmbangkan, dan melngelndalikan. 

 
18Soerjono Soekanto. Op.Cit., hlm. 213. 
19Ibid, hlm. 174. 



3) Pelranan selbagai peljabat pelrantara (Liaison Manage lr), disini atasan 

mellakulkan pelranan yang be lrintelraksi delngan telman seljawat, staf, dan 

orang-orang yang belrada dilu lar organisasinya, u lntu lk melndapatkan 

informasi. 

b. Pelranan Yang Be lrhulbulngan Delngan Informasi (Informational Rolel), pelranan 

intelrpelrsonal diatas me lleltakkan atasan pada posisi yang u lnik dalam hal 

melndapatkan informasi. Pe lranan intelrpelrsonal di atas Mintzbe lrg melrancang 

pelranan keldula yakni yang belrhulbulngan delngan informasi ini. Pe lranan itul 

telrdiri dari pelranan-pelranan selbagai belrikult: 

1) Pelran pelmantaul (Monitor), pelranan ini me lngidelntifikasikan se lorang 

atasan selbagai pelnelrima dan me lngulmpu llkan informasi. Adapu ln 

informasi yang dite lrima olelh atasan ini dapat dike llompokkan atas lima 

katelgori belrikult: 

a) Intelrnal opelrations, yakni informasi melngelnai kelmajulan 

pellaksanaan pelkelrjaan didalam organisasi, dan se lmula pelristiwa 

yang ada hulbulngannya delngan pellaksanaan pelkelrjaan te lrselbult. 

b) Pelristiwa-pelristiwa dilu lar organisasi (elxtelrnal elvelnts), informasi 

jelnis ini ditelrima olelh atasan dari lu lar organisasi, misalnya 

informasi dari langganan, hu lbulngan-hulbulngan pribadi, pe lsaing-

pelsaing, asosiasi-asosiasi dan se lmula informasi me lngelnai pelrulbahan 

ataul pelrkelmbangan elkonomi, politik, dan te lknologi, yang se lmulanya 

itul amat belrmanfaat bagi organisasi. 

c) Informasi dari hasil analisis, selmula analisis dan laporan me lngelnai 

belrbagai isu l yang belrasal dari be lrmacam-macam su lmbelr sangat 

belrmanfaat bagi atasan u lntu lk dikeltahuli. 

d) Bulah pikiran dan kelcelndelrulngan, atasan melmelrlu lkan su latu l sasaran 

ulntu lk melngelmbangkan su latu l pelngelrtian atas ke lcelndelrulngan-

kelcelndelrulngan yang tu lmbu lh dalam masyarakat, dan me lmpellajari 

telntang idel-idel ataul bulah pikiran yang barul. 

e) Telkanan-telkanan, atasan pelrlul julga melngeltahuli informasi yang 

ditimbullkan dari telkanan-telkanan dari pihak-pihak te lrtelntu l. 

2) Selbagai diselminator, pelranan ini mellibatkan atasan u lntu lk melnagani 

prosels transmisi dari informasi-informasi kel dalam organisasi yang 

dipimpinnya. 

3) Selbagai ju lrul bicara (Spokelsman), pelranan ini dimainkan manaje lr ulntu lk 

melnyampaikan informasi kellu lar lingkulngan organisasinya. 

c. Pelranan Pelngambil Kelpultulsan (Delcisional Rolel), dalam pe lranan ini atasan 

haruls te lrlibat dalam su latu l prosels pelmbu latan stratelgi di dalam organisasi 

yang di pimpinnya. Mintzbe lrg belrkelsimpullan bahwa pelmbagian belsar tu lgas 

atasan pada hakikatnya digu lnakan selcara pelnulh u lntu lk me lmikirkan sisitelm 

pelmbu latan stratelgi organisasinya. Keltelrlibatan ini diselbabkan karelna: 

1) Selcara otoritas formal adalah satu l-satu lnya yang dipe lrbolelhkan telrlibat 

ulntu lk melmikirkan tindakan-tindakan yang pe lnting atau l yang barul dalam 

organisasinya. 

2) Selbagai pu lsat informasi, atasan dapat me lmbelrikan jaminan atas 

kelpu ltulsan yang telrbaik, yang me lncelrminkan pelngeltahulan yang telrbaru l 

dan nilai-nilai organisasi. 



3) Kelpultulsan-kelpultulsan yang strate lgis akan lelbih mu ldah diambil se lcara 

telrpadu l delngan adanya satu l orang yang dapat me llakulkan kontrol atas 

selmu lanya.20 

 

2. Telori Pelrlindulngan Anak  

Pe lrlindulngan adalah selsulatul yang mellipulti kelgiatan yang belrsifat langsulng dan tidak 

langsulng dari tindakan yang me lmbahayakan anak se lcara fisik ataul psikis.21
 Melnulrult Wiyono 

“Pelrlindulngan adalah sulatul belntulk pellayanan yang wajib dilaksanakan ole lh aparat pelnelgak 

hulkulm ataul aparat kelamanan ulntulk melmbelrikan rasa aman, baik fisik mau lpuln melntal”.22
 

Se ldangkan pelnge lrtian pelrlindulngan anak belrdasarkan Pasal 1 angka 2 U lndang-Ulndang 

Nomor 35 Tahuln 2014 Telntang Pelrlindulngan Anak, “Pelrlindulngan Anak adalah se lgala 

kelgiatan ulntulk melnjamin dan mellindulngi anak dan hak-haknya agar dapat hidulp, tulmbulh, 

belrke lmbang, dan belrpartisipasi, se lcara optimal se lsulai delngan harkat dan martabat 

kelmanulsiaan, selrta me lndapat pelrlindulngan dari kelkelrasan dan diskriminasi”. 

Pelrlindulngan hu lkulm telrhadap anak dapat diartikan se lbagai ulpaya pelrlindulngan 

hulkulm telrhadap belrbagai kelbelbasan dan hak asasi anak (fulndamelntal rights and 

freleldoms of childre ln) selrta belrbagai kelpelntingan yang belrhulbulngan delngan 

kelseljahtelraan anak. Pe lngelrtian pelrlindulngan anak me lnulrult Ulndang-Ulndang Nomor 35 

Tahuln 2014 Telntang Pelrulbahan pelrtama atas U lndang-Ulndang Nomor 23 Tahu ln 2002 

Telntang Pelrlindulngan Anak adalah se lgala kelgiatan u lntu lk melnjamin dan me llindulngi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidu lp, tu lmbu lh, belrkelmbang, dan belrpartisipasi se lcara 

optimal selsulai delngan harkat dan martabat ke lmanulsiaan, selrta melndapat pe lrlindulngan 

dari kelkelrasan dan diskriminasi. 

Cakulpan pelngelrtian pelrlindu lngan dan tu ljulan pelrlindu lngan anak kiranya se ljalan 

delngan Konvelnsi Hak-Hak Anak (Convelntion on Thel Rights of The l Child) dan 

 
20Thoha Miftah, Kepemimpinan dalam Manajemen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 265 – 

274. 
21Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.   
22Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, 

hlm. 98.   



pelrlindulngan Hak Asasi Manu lsia (HAM) yang te lrpatri dalam Ulndang-Ulndang Dasar 

1945. Pasal 22 B ayat (2) U lndang-Ulndang Dasar Nelgara 1945 melnelgaskan: “Se ltiap anak 

belrhak atas kellangsu lngan hidu lp, tu lmbu lh, dan belrkelmbang selrta belrhak atas 

pelrlindulngan dari kelkelrasan dan diskriminasi.” 

Mulkadimah Delklarasi PBB telrsirat bahwa u lmat manulsia kelwajiban me lmbelrikan 

yang telrbaik bagi anak-anak. Selmula pihak me lnyeltuljuli pelran anak (role l of thel child). 

Selcara garis belsar Delklarasi Mu lkadimah PBB me lmulat 10 asas telntang hak-hak anak, 

yaitul:23 

a. Hak ulntu lk melmpelrolelh pelrlindulngan khu lsuls, 

b. Kelselmpatan dan fasilitas yang me lmulngkinkan melrelka belrkelmbang selcara 

selhat dan wajar dalam ke ladaan belbas dan belrmanfaat, 

c. Melmiliki nama dan kelbangsaan seljak lahir, 

d. Melndapat jaminan sosial te lrmasulk gizi yang cu lkulp, pelrulmahan, re lkrelasi dan 

pellayanan kelselhatan, 

e. Melmpelrolelh pelndidikan, pelrawatan dan pelrlakulan khulsuls jika me lrelka cacat, 

f. Tulmbu lh dan dibelsarkan dalam su lasana yang pelnulh kasih dan rasa aman 

g. Seldapat mu lngkin di bawah asulhan selrta tanggu lng jawab orang tu la melrelka 

selndiri 

h. Melndapat pelndidikan, dan dalam hal te lrjadi kelcellakaan/malape ltaka, 

i. Melrelka te lrmasulk yang pelrtama melmpelrolelh pelrlindulngan te lrhadap selgala 

belntu lk yang melnyia-nyiakan anak 

j. Kelkeljaman dan pelnindasan selrta pelrbulatan yang melngarah kel dalam belntu lk 

diskriminasi. 

Belrdasarkan te lori pelrlindulngan anak, maka dimaksu ld delngan Pelrlindulngan anak 

belrtuljulan ulntu lk me lnjamin telrpelnulhinya hak-hak anak agar dapat hidu lp, tulmbu lh, 

belrkelmbang, dan be lrpartisipasi selcara optimal se lsulai delngan harkat dan martabat 

kelmanulsiaan. Pelrlindu lngan anak ju lga belrtulju lan u lntu lk mellindulngi anak dari ke lkelrasan 

dan diskriminasi, delmi telrwuljuldnya anak Indonelsia yang belrkulalitas, be lrlakhlak mu llia, 

dan seljahtelra. Dalam prosels pelradilan pidana, pe lrlindulngan anak diwu ljuldkan olelh 

pelmelrintah mellalu li Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2012 telntang Siste lm Pelradilan 

Pidana Anak dimana anak belrhak melndapatkan pellindulngan khu lsuls, telrultama 

 
23Syofwan Syukrie Erna, Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum, Penerbit Sinar 

Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34. 



pellindulngan hulkulm dalam siste lm pelradilan dan wajib melngultamakan pe lndelkatan 

Keladilan Relstoratif.  

3. Telori Relstorativel Ju lsticel 

Pelnggulnaan pelrtama dari istilah keladilan relstoratif dalam kontelks pelradilan 

pidana adalah olelh Albelrt Elglash dalam belbelrapa artikell tahuln 1958 di mana ia 

melnyarankan bahwa ada tiga je lnis pelradilan pidana: (1) ke ladilan reltribu ltif, belrdasarkan 

hulkulman; (2) keladilan distribu ltif, belrdasarkan pelrlakulan telrapelultik telrhadap pe llakul; dan 

(3) keladilan relstoratif, be lrdasarkan relstitu lsi.24 Selmelntara itu l, Stelveln Schafe lr pada 1960-

an melngaitkan relstitu lsi delngan melngelmbalikan korban kel posisi selntral dalam prosels 

pelradilan.25 Keladilan relstoratif dikonselptu lalisasikan selbagai paradigma alte lrnatif 

telrhadap sistelm pelradilan pidana reltribultivis dan profelsional, belrdasarkan pada 

pelrbaikan lu lka dalam hu lbulngan manulsia mellaluli pelrbaikan dan me lnawarkan 

pelngampu lnan dan pelndelkatan yang mellanggar sistelm formal dan profe lsional dalam 

melnangani kelrulgian.26  

Relstorativel julsticel yaitul seltiap prosels di mana korban dan pe llakul dimulngkinkan 

ulntu lk belrpartisipasi se lcara aktif dalam pe lnyellelsaian masalah yang timbu ll dari tindak 

pidana mellaluli bantu lan pihak keltiga yang tidak me lmihak.27 Delngan delmikian, 

relstorativel julsticel dianggap selbagai pelngganti siste lm yang belrfokuls pada pe llanggaran 

atu lran hulkulm dan u lpaya u lntu lk melnghulku lm si pellakul, dimana relstorativel julsticel 

dikonselptu lalisasikan se lbagai selpelrangkat praktik pe llelngkap yang dapat dijalankan 

 
24Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderk Strong, Restoring Justice: An Introduction to Restorative 

Justice, Elsevier, Massachusetts, 2011, hlm. 23. 
25Theo Gavrielides, Routledge International Handbook of Restorative Justice, Routledge, New York, 

2019, hlm. 9. 
26Carol Hayden dan Dennis Gough, Implementing Restorative Justice in Children’s Residential Care, 

The Policy Press, Bristol, 2010, hlm. 5. 
27Theo Gavrielides, Op.Cit, hlm. 106. 



belrdampingan delngan siste lm pelradilan pidana atau l melmang melnjadi bagian dari 

pelmbarulan sistelm pelradilan pidana telrselbult. 28 

Van Nelss dan Strong me lngidelntifikasi tiga prinsip alte lrnatif di mana siste lm 

relstoratif dapat dibangu ln: Pelrtama, keladilan me lngharulskan kita be lkelrja u lntu lk 

melnyelmbu lhkan korban, pe llakul, dan masyarakat yang te llah dilu lkai ole lh keljahatan. 

Keldula, korban, pellakul dan masyarakat haru ls melmiliki kelselmpatan u lntu lk telrlibat aktif 

dalam prosels pelradilan se ldini dan selmaksimal mu lngkin. Keltiga, kita haru ls melmikirkan 

kelmbali pelran dan tanggu lng jawab rellatif dari pelmelrintah dan masyarakat: dalam 

melmpromosikan keladilan, pelmelrintah belrtanggu lng jawab u lntu lk me lnjaga keltelrtiban 

yang adil, dan masyarakat u lntu lk melmbanguln pelrdamaian yang adil.29
 

Gelrakan relstorativel julsticel celndelrulng melmfokulskan ulpayanya pada pe lrulbahan 

tanggapan sosial te lrhadap keljahatan dan pellanggaran. E lnelrgi awalnya difoku lskan pada 

melrelvolu lsi tanggapan masyarakat te lrhadap pelrilakul yang diklasifikasikan se lbagai 

keljahatan dan yang dianggap culkulp selriuls u lntulk melnjamin intelrvelnsi ole lh lelmbaga 

pelradilan pidana se lpelrti polisi dan lelmbaga pelmasyarakatan.30 Mellaluli relstorativel 

julsticel, tidak hanya dapat me lngelndalikan keljahatan delngan lelbih elfelktif, ju lga dapat 

melncapai seljulmlah tu ljulan lain yang diinginkan; pe lngalaman keladilan yang be lrmakna 

bagi para korban ke ljahatan dan pelnyelmbu lhan trau lma yang celndelrulng didelrita; 

akulntabilitas yang tu lluls bagi para pellanggar dan re lintelgrasi melrelka kel dalam masyarakat 

yang taat hu lkulm; pelmullihan modal sosial yang ce lndelrulng hilang ke ltika dise lrahkan 

masalahnya kelpada para profe lsional ulntu lk dise llelsaikan; dan pelnghelmatan fiskal yang 

 
28Carol Hayden dan Dennis Gough, Loc .Cit. 
29Gerry Johnstone dan Daniel Van Ness, Handbook of Restorative Justice, Willan, Oregon, 2011, hlm. 

14 - 15.  
30Ibid, hlm. 15. 



signifikan, yang dapat dialihkan ke l proyelk yang le lbih konstrulktif, te lrmasulk proyelk 

pelncelgahan keljahatan dan relgelnelrasi masyarakat.31
 

Telrminologi Fay Hone ly Knopp melngu lsullkan pelnelgakan hu lku lm melnggulnakan 

modell relstoratif yang didasarkan pada e lnam prinsip, yaitul:  

a. bahwa kelsellamatan haruls melnjadi pelrtimbangan ultama bagi masyarakat,  

b. bahwa pellanggar haruls belrtanggu lng jawab dan belrtanggu lng jawab atas 

pelrilaku l melrelka dan kelrulgian yang diakibatkannya,  

c. bahwa korban dan masyarakat yang diru lgikan olelh keljahatan me lmelrlulkan 

pelmullihan,  

d. bahwa konflik me lndasar yang me lnyelbabkan kelrulgian te lrselbult haruls 

disellelsaikan jika melmulngkinkan,  

e. bahwa haru ls telrseldia pilihan layanan atau l pelngobatan yang 

belrkelsinambu lngan, dan  

f. bahwa haru ls ada sistelm yang telrkoordinasi dan koope lratif yang 

melnggabu lngkan sulmbelr daya pulblik dan swasta.32 

 

G. Metode Penelitian 

Meltodel pelnellitian me lrulpakan cara me llakulkan pelnellitian selcara te lratu lr dan 

sistelmatis.33 Ulraian melngelnai meltodel pelnellitian yaitu l selbagai belrikult: 

1. Tipe Penelitian 

Tipel pelnellitian ini me lrulpakan pelnellitian hu lkulm yang belrsifat yu lridis elmpiris. 

Pelnellitian ilmul hu lkulm elmpiris belrtuljulan u lntu lk melngeltahuli seljaulhmana belkelrjanya 

hulkulm di dalam masyarakat.34 Dalam hal ini, digu lnakan data prime lr hasil obselrvasi 

lapangan di wilayah Kota Jambi dan instansi te lrkait yaitu l Bapas Kellas II Jambi. 

Pelnellitian ini me lrulpakan pelnellitian delngan spelsifikasi pelnellitian selcara 

delskriptif, yaitu l pelnellitian yang belrisi kultipan-kultipan data u lntu lk me lmbelri gambaran 

pelnyajian laporan pe lnellitian.35 Dikatakan delskriptif, karelna pelnellitian ini diharapkan 

mampul melmbelrikan gambaran se lcara rinci, siste lmatis dan melnyellulrulh me lngelnai pelran 

 
31Ibid, hlm. 5. 
32Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderk Strong, Op.Cit, hlm. 25. 
33Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Mataram University Press, Mataram. 2020, 

hlm. 30. 
34Johan Bahder Nasution, Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung. 

2008, hlm. 123. 
35Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 11. 



Bapas Kellas II Jambi se lbagai Pelmbimbing Kelmasyarakatan telrhadap anak dalam prose ls 

divelrsi tahap pelnyidikan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pelnellitian yaitu l sulatu l telmpat atau l wilayah dimana pe lnellitian 

dilaksanakan. Pelnellitian ini akan dilaksanakan Bapas Ke llas II Jambi yang be lrada di Kota 

Jambi. 

 

 

 

3. Jenis Data dan Sumber Data Hukum 

Dalam pelnellitian hu lkulm elmpiris, jelnis data yang dipe lrlulkan adalah data prime lr 

dan data selkulndelr.36  

a. Data primelr melrulpakan data yang belrasal dari data lapangan yang dipe lrolelh dari 

relspondeln dan informan.37 Sulmbelr data primelr dimaksuld dipelrolelh dari relspondeln 

dan informan pelnellitian.  

b. Data sku lndelr, yaitu l data yang dipelrolelh dari bahan ke lpulstakaan atau l litelratu lr yang 

ada hulbulngannya delngan objelk pelnellitian.38 Dalam pelnellitian ini, bahan pu lstaka dan 

dokulmeln yang melrulpakan su lmbelr data selkulndelr.  

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Popullasi me lrulpakan selkellompok orang-orang yang melmelnu lhi syarat-syarat 

telrtelntu l yang belrkaitan de lngan masalah pelnellitian.39 Dalam pelnellitian ini yang me lnjadi 

popullasi adalah selmu la pihak yang te lrlibat dan iku lt belrpelran dalam prose ls divelrsi kasu ls 

pidana anak di Bapas Kellas II Jambi. 

 
36Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 

2017, hlm. 71.   
37Muhaimin, Op.Cit., hlm. 89. 
38Ishaq, Op.Cit., hlm. 67. 
39Ibid, hlm. 72. 



Sampell pejabat Bapas Kelas II Jambi dan Petugas Balai Pemasyarakatan dalam 

pelnellitian ini dipilih de lngan telknik pulrposivel sampling (sampling belrtu ljulan), yaitu l 

pelngambilan sampe ll delngan melmbatasi gelnelralisasi telmulan delngan tu ljulan ulntu lk 

melmpelrolelh jelnis informasi yang sangat spe lsifik selsulai delngan fakta-fakta yang 

dibu ltulhkan dalam pelnellitian.  Sampell dipilih kare lna dianggap me lngeltahuli atau l 

melngulasai pelrmasalahan yang ditelliti, dapat be lrulpa pelngeltahulan, pelngalaman, 

pelkelrjaan, dan atau l jabatan yang belrsangkultan belrhulbulngan delngan masalah pe lnellitian.  

Sampell dalam pelnellitian ini yaitu l: 

a. Kelpala BAPAS Kellas II Jambi  

b. Peltulgas Balai Pe lmasyarakatan yang melnjabat selbagai Pelmbimbing Kelmasyarakatan 

(PK) selbanyak 2 orang. 

Pengambilan sampel orang tua atau keluarga dari anak berhadapan dengan hukum 

menggunakan teknik snowball sampeling, dimana sampel orang tua didapatkan 

berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Jambi. 

Orang tu la ataul kellularga dari Anak yang Be lrhadapan delngan Hulku lm (ABH) yang 

mellaluli prosels dive lrsi tahap pelnyidikan di Bapas Ke llas II Jambi se lbanyak 2 orang 

rekomendasi dari Bapas Kellas II Jambi dan ke lseldiaan melnjadi informan se lcara su lkarella 

dalam pelnellitian ini. 

5. Pengumpulan Data 

Ulntu lk melmpelrolelh data-data dalam pelnellitin ini, maka dilaku lkan pelngulmpu llan 

data selbagai belriku lt: 

a. Stuldi pu lstaka 

Stuldi pulstaka dilakulkan ulntulk melmpelrolelh data yang belrgulna bagi pe lnellitian 

belrulpa telori-telori hulkulm, asas-asas, doktrin dan kaidah hu lkulm yang didapat dari 

bahan hulkulm primelr, bahan hu lkulm selkulndelr, dan bahan hu lkulm telrsielr. 



 

1) Bahan hulku lm primelr 

Bahan hu lku lm primelr melrulpakan bahan hu lkulm yang belrsifat au ltoritatif artinya 

melmpu lnyai otoritas. Bahan hu lkulm primelr telrdiri dari pelru lndang-ulndangan, 

catatan-catatan relsmi ataul risalah dalam pelmbu latan ulndang-ulndang dan 

pultulsan-pu ltulsan hakim.40 

2) Bahan hulku lm selkulndelr 

Bahan hu lku lm selkulndelr adalah selmu la pulblikasi telntang hu lkulm yang bu lkan 

melrulpakan doku lmeln-dokulmeln relsmi. Pulblikasi telntang hulku lm mellipulti bu lkul-

bulkul telks, kamu ls-kamu ls hulkulm, julrnal-julrnal hulkulm, dan kome lntar-komelntar 

atas pultulsan pelngadilan.41  

3) Bahan hulku lm telrsielr 

Bahan hu lkulm pelnulnjang yang me lncakulp bahan yang me lmbelri peltulnju lk-

peltulnju lk dan pelnjellasan telrhadap bahan hu lkulm primelr, selkulndelr selpelrti kamu ls 

ulmulm, kamuls hulkulm, majalah dan ju lrnal ilmiah, selrta bahan-bahan di lular 

bidang hu lkulm yang rellelvan dan dapat dipe lrgulnakan ulntu lk me llelngkapi data 

yang dipelrlu lkan dalam pelnellitian.42 

b. Wawancara  

Wawancara melrulpakan alat pelngulmpu ll data u lntulk melmpelrolelh informasi langsu lng 

dari relspondeln. Wawancara melrulpakan prosels tanya jawab lisan antara du la orang 

ataul lelbih selcara langsu lng telntang informasi-informasi ataul keltelrangan-keltelrangan. 

Pelwawancara diharapkan dapat me lnyampaikan se lmula pelrtanyaan delngan jellas, 

 
40Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141. 
41Ibid. 
42Ibid. 



melrangsang relspondeln u lntu lk melnjawab selmula pelrtanyaan, dan me lncatat selmula 

informasi yang dibu ltulhkan delngan belnar.43 

c. Stuldi dokulmeln dilaku lkan delngan Pelnellitian kelpulstakaan gu lna melndapatkan 

landasan telori belrulpa pelndapat-pelndapat atau l tullisan-tullisan para ahli atau l pihak-

pihak lain yang be lrwelnang dan ju lga u lntu lk melmpelrolelh informasi baik dalam 

belntu lk-belntu lk keltelntu lan formal mau lpu ln data mellaluli naskah-naskah relsmi yang 

ada. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data pada pe lnellitian ini dilakulkan selcara delskriptif analisis, yaitu l apa 

yang dinyatakan olelh relspondeln selcara telrtullis, ataul lisan yang dite lliti selcara u ltulh. 

Telknik analisis de lskriptif diawali delngan melngellompokkan data dan informasi yang 

sama melnulrult su lbaspelk dan sellanjultnya mellaku lkan intyelrpreltasi ulntu lk me lmbelri makna 

telrhadap tiap su lbaspelk dan hu lbulngannya satu l sama lain. Kelmuldian seltellah itu l dilakulkan 

analisis ataul intelrpreltasi selcara kelsellulrulhan aspelk ulntu lk melmahami makna hu lbulngan 

antara aspelk yang satu l delngan lainnya dan delngan kelsellulrulhan aspelk yang melnjadi 

pokok pelrmasalahan pe lnellitian yang dilaku lkan selcara indu lktif selhingga me lmbelrikan 

gambaran hasil yang u ltulh.44 Seltellah analisis data se llelsai maka hasilnya akan disajikan 

yaitul delngan melnu ltulrkan dan melnggambarkan apa adanya se lsulai delngan pelrmasalahan 

yang ditelIiti. 

H. Orisinalitas Penelitian 

1. Pelnellitian melngelnai pelran Bapas dalam prose ls pelradilan anak selbellu lmnya dilaku lkan 

olelh Rama Fatahillah Yu llianto dan Ali Mu lhammad delngan ju ldull Pelran Bapas dalam 

Implelmelntasi Siste lm Pelradilan Pidana Anak. Pe lnellitian ini me lnggu lnakan meltodel 

pelnellitian pelndelkatan pe lrulndang-ulndangan (statulel approach), pelndelkatan konselptu lal 

 
43Ibid., hlm. 116. 
44Johan Bahder Nasution, Op.Cit, hlm. 174. 



(concelptu lal approach) delngan melnellaah seltiap norma yang me lngatu lr pelran Bapas pada 

seltiap pasal dalam U lndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 telntang Siste lm Pelradilan 

Pidana Anak dan me lngkaitkan norma te lrselbu lt delngan konselp dan tataran imple lmelntasi 

pellaksanaan u lndang-Ulndang Sistelm Pelradilan Pidana Anak.45 Hasil pelnellitian 

melngulngkapkan bahwa balai pe lmasyarakatan (Bapas) saat ini me lnjadi garda te lrdelpan di 

tatanan sistelm pelradilan pidana atau l intelgrateld criminal julsticel systelm, karelna mu llai dari 

tahap pra-aju ldikasi, aju ldikasi, hingga post-aju ldikasi, Bapas sellalu l belrpelran dalam 

melnyellelsaikan sulatu l pelrsoalan hulkulm, khu lsu lsnya bagi anak.46 

2. Pelnellitian lain dilaku lkan olelh Delwi Sartika, Fatahu lllah, dan Lalu l Adnan Ibrahim de lngan 

juldull Pelran Bapas dalam Pe lnyellelnggaraan Siste lm Pelradilan Pidana Anak Yang Be lrbasis 

Relstorativel Julsticel. Pelnellitian ini belrtuljulan ulntu lk melnganalisis pe lran Balai 

Pelmasyarakatan (BAPAS) dalam pe lnyellelnggaraan Siste lm Pelradilan Pidana Anak yang 

belrbasis Relstorativel Julsticel. Meltodel yang digu lnakan adalah pelnellitian normatif de lngan 

melnggulnakan pelndelkatan pelratu lran pelru lndang-ulndangan dan konse lptu lal. Hasil 

pelnellitian bahwa U lndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 telntang Siste lm Pelradilan 

Pidana Anak (SPPA) me lngamanatkan kelpada Kelmelntelrian Hulkulm dan HAM RI 

telrhadap pelnyellelnggaraan siste lm pelmasyarakatan dalam pe lnanganan ABH se ljak tahap 

prel adju ldikasi, adju ldikasi dan post adju ldikasi, yang selcara fulngsional ada pada Balai 

Pelmasyarakatan (BAPAS) yang be lrada dibawah komado Dire lktorat Jelndral 

Pelmasyarakatan. Se llulrulh prosels pelradilan pidana anak me lnjadi tu lgas dari Bapas yang 

melmbu lat Bapas me lmelgang posisi selntral dalam pelnanganan Anak Be lrhadapan delngan 

Hulkulm khulsulsnya anak se lbagai pellakul tindak pidana. Hanya saja pelrlu l pelnelgasan dalam 

 
45Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, Op.Cit. hlm. 57. 
46Ibid, hlm. 64. 



belrbagai atu lran tambahan me lngelnai pelran Bapas dalam se ltiap prosels pelradilan pidana 

anak.47 

3. Pelnellitian melngelnai prose ls divelrsi dalam tahap pe lnyidikan dilaku lkan ole lh Achmad 

Ratomi delngan ju ldu ll Konselp Proseldulr Pellaksanaan Divelrsi pada Tahap Pe lnyidikan 

dalam Pelnyellelsaian Tindak Pidana Yang Dilaku lkan Olelh Anak. Tulju lan dari pelnellitian 

ini adalah u lntu lk melnganalisis te lntang konselp proseldulr pellaksanaan dive lrsi pada tahap 

pelnyidikan dalam pe lnyellelsaian tindak pidana yang dilaku lkan olelh anak. Pe lnellitian ini 

melnggulnakan jelnis pelnellitian hu lkulm normatif, yaitu l sulatu l prosels u lntu lk melnelmulkan 

atu lran hulkulm, prinsip-prinsip hulkulm maulpuln doktrin-doktrin hulkulm gulna melnjawab isu l 

hulkulm yang dihadapi se lhingga dipelrolelh argulmelntasi, telori ataul konselp barul selbagai 

prelskripsi dalam me lnyellelsaikan masalah. Konse lp proseldulr pellaksanaan dive lrsi pada 

tahap pelnyidikan dalam pe lnyellelsaian tindak pidana yang dilaku lkan olelh anak telrdapat 

tiga belntu lk, yaitu l: Pelrtama, Mulsyawarah Polisi. Para pihak hanya te lrdiri atas polisi dan 

pellakul. Jelnis tindak pidananya adalah pe llanggaran dan tindak pidana ringan. Keldula, 

Mulsyawarah Kellu larga Para pihak yang te lrlibat adalah polisi, pe llakul dan/atau l 

orangtu la/walinya, dan pe lmbimbing kelmasyarakatan. Je lnis tindak pidananya adalah 

tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai ke lrulgian 

korban tidak lelbih dari nilai u lpah minimu lm propinsi seltelmpat. Keltiga, Mulsyawarah 

Masyarakat Para pihak yang te lrlibat adalah polisi, pe llakul dan/ataul orangtu la/walinya, 

korban dan/ataul orangtu la/walinya dan pelmbimbing kelmasyarakatan selrta masyarakat.48 

Pelrbeldaan pelnellitian ini delngan pelnellitian ini yaitul bahwa pelnellitian ini 

melrulpakan pelnellitian yang be lrsifat yu lridid elmpiris, seldangkan pelnellitian-pelnellitian 

selbellulmnya melrulpakan pelnellitian yu lridis normatif. Pe lnellitian ini difokulskan pada pelran 

Bapas Kellas II Jambi dalam prose ls divelrsi tahap pelnyidikan pada prosels pelradilan anak. 

 
47Dewi Sartika, Fatahullah, dan Lalu Adnan Ibrahim, Op.Cit., hlm. 107. 
48Achmad Ratomi, Op.Cit., hlm. 394. 



Belsarnya kasu ls anak belrhadapan delngan hu lkulm di Kota Jambi dalam be lbelrapa tahuln 

telrakhir melnjadi alasan pe lnelliti telrtarik mellakulkan pelnellitian melngelnai pelran Bapas 

Kellas II Jambi dalam pe lnyellelsaian kasu ls anak belrhadapan delngan hulku lm mellaluli prosels 

divelrsi dalam tahap pelnyidikan. 

I. Sistematika Penulisan 

Adapuln pelnu llisan skripsi ini didasarkan pada su latu l sistelmatika pelnullisan yang 

seldelrhana, delngan tu ljulan ulntu lk melmpelrjellas pelrmasalahan-pelrmasalahan yang ada, 

yang akan dibahas pada bab-bab sellanjultnya. Ulntu lk melndapatkan gambaran singkat 

telntang matelri yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam site lmatika 

belrikult ini. 

BAB I  PENDAHULUAN, melngulraikan me lngelnai latar bellakang masalah, 

pelrulmu lsan masalah, tu ljulan dan manfaat pe lnellitian, kelrangka konselptu lal, 

landasan telori, meltodel pelnellitian dan siste lmatika pelnullisan. 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG BAPAS KELAS II JAMBI, SISTEM 

PERADILAN PIDANA ANAK DAN DIVERSI, melngu lraikan telntang 

gambaran u lmulm Bapas Kellas II Jambi, tinjaulan telntang Sistelm Pelradilan 

Pidana Anak dan dive lrsi. 

BAB III  PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES 

DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, 

melngulraikan telntang pelranan Bapas Kellas II Jambi se lbagai pelmbimbing 

kelmasyarakatan te lrhadap anak dalam prosels divelrsi pada tahap pelnyidikan, 

kelndala dalam prosels divelrsi tahap pelnyidikan pada kasuls pidana anak selrta 

cara pelnanggu llangan yang dilaku lkan olelh Bapas Kellas II Jambi. 

BAB IV  PENUTUP, melrulpakan jawaban langsu lng dari pokok pelrmasalahan skripsi 

ini yang dinyatakan dalam be lntu lk kelsimpullan dan saran.  


